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Abstrak. Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mempopulerkan metode
pembayaran tunai di tempat (Cash on Delivery/COD), namun metode ini
menimbulkan permasalahan pembatalan sepihak oleh pembeli yang merugikan
penjual di marketplace shop Tokopedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis
pengaturan hukum, faktor penyebab, dampak kerugian, dan mekanisme
penyelesaian sengketa pembatalan COD pada Shop Tokopedia. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi
kepustakaan, wawancara dengan 5 penjual, dan kuesioner kepada 308 pembeli di
Shop Tokopedia, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan pembatalan COD diatur dalam UU No. 8/1999 tentang
Perlindungan Konsumen, UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, PP No. 80/2019
tentang PMSE, UU No. 1/2024 tentang ITE, dan kontrak elektronik Tokopedia.
Faktor penyebab pembatalan meliputi ketidaksesuaian barang, keterlambatan
pengiriman, pembeli tidak di tempat, ketiadaan dana, dan perubahan keputusan.
Dampak kerugian mencakup biaya pengemasan tidak tergantikan, barang rusak,
penurunan reputasi toko, dan kesulitan klaim ganti rugi. Penyelesaian sengketa
dapat dilakukan melalui negosiasi (fitur chaf), mediasi (pusat resolusi), hingga
jalur pengadilan.
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Abstract. The growth of e-commerce in Indonesia has popularized cash-on-
delivery (COD) payment methods, yet this method creates problems of unilateral
buyer cancellations that harm sellers on Tokopedia marketplace. This research
aims to analyze legal regulations, causal factors, loss impacts, and dispute
resolution mechanisms for COD cancellations at Shop Tokopedia. The research
method employed is normative juridical with statutory and conceptual
approaches. Data were collected through library research, interviews with 5
sellers, and questionnaires to 308 buyers at Shop Tokopedia, then analyzed
qualitatively. Results indicate COD cancellations are regulated under Law No.
8/1999 on Consumer Protection, Law No. 7/2014 on Trade, Government
Regulation No. 80/2019 on Electronic Trade, Law No. 1/2024 on Electronic
Information and Transactions, and Tokopedia's electronic contract. Cancellation
factors include product-description discrepancies, delivery delays, buyer
absence, insufficient funds, and decision changes. Loss impacts encompass non-
reimbursable packaging costs, damaged goods, declining store reputation, and
compensation claim difficulties. Dispute resolution can be conducted through
negotiation (chat feature), mediation (resolution center), and court litigation.
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1. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi
yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Di antara perkembangan
teknologi, internet merupakan yang paling signifikan sebagai pusat teknologi pada era
digitalisasi (Ardian & Nawawi, 2022). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221
juta jiwa dari total populasi 278 juta jiwa (Iradat, 2024). Internet membawa dampak
signifikan terhadap perkembangan e-commerce dengan menciptakan bisnis yang lebih
efisien dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja kapan saja dan
dimana saja.

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat pesat. Menurut Menteri Perdagangan
Budi Santoso, nilai transaksi pada tahun 2023 mencapai Rp453 triliun dan diproyeksi naik
menjadi Rp487 triliun pada tahun 2024, serta meningkat menjadi Rp503 triliun pada tahun
2025 (Damayanti, 2024). E-commerce adalah proses transaksi yang dilakukan secara
elektronik dengan menggunakan komputer sebagai perantara (Yusuf & Indah, 2022). E-
commerce menyediakan akses global tanpa batasan geografis, kemudahan berbelanja,
pilihan produk luas, sistem pembayaran aman, serta menjadi pendukung utama ekonomi
dengan menciptakan lapangan kerja baru (Universitas Medan Area, 2024). Pada tanggal 27
Maret 2024, Tokopedia menjalin kerja sama dengan TikTok Shop menjadi marketplace e-
commerce terbesar di Asia Tenggara dengan nama "Shop Tokopedia", dengan investasi
lebih dari US$ 1,5 miliar (Putri, 2024).

Transaksi e-commerce diawali dengan penawaran jual dan penerimaan penawaran yang
dilakukan secara online (Wamfma et al., 2023). Menurut UU No. 1/2024 tentang ITE Pasal
1 Ayat (2), transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perjanjian dalam e-
commerce dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak (Royani et al.,
2023). Sejalan dengan perkembangan e-commerce, muncul permasalahan terkait
pembatalan yang dilakukan pembeli pada metode pembayaran tunai di tempat (COD).

Pembayaran tunai di tempat adalah metode pembayaran dimana pembeli membayar
pesanan secara tunai saat barang tiba di tujuan (Fuady, 2011). Metode ini sering
menimbulkan kerugian bagi penjual. Kasus penjual bernama Jumadi yang mengirimkan
100 pcs busi NGK CR6 melalui sistem COD namun pembeli menolak barang dan
membatalkan pesanan secara sepihak, serta barang tidak kembali tepat waktu (Jumadi,
2022). Kasus serupa dialami penjual Handy Suryadjaja di TikTok Shop dimana pembeli
menolak pembayaran tanpa alasan jelas dan tanpa konsekuensi (Husin, 2022). Kasus-kasus
tersebut menunjukkan pembatalan COD sangat merugikan penjual dan memerlukan
mekanisme perlindungan yang lebih baik.

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 menyebutkan kewajiban
pembeli termasuk beritikad baik dan membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. UU No.
1/2024 tentang ITE Pasal 18 Ayat (1) menegaskan bahwa transaksi elektronik yang
dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, memberikan kepastian hukum
bagi pihak yang bertransaksi. Transaksi COD harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam
Pasal 1320 KUHPerdata (Setjoatmadja & Puspitasari, 2024).

Penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan konsumen. Harahap (2022)
meneliti perlindungan konsumen yang dirugikan di TikTok Skop, Nofena (2021) mengkaji
kerugian konsumen di Shopee, Wicaksono (2023) meneliti kerugian konsumen di
Tokopedia, Alifiona (2023) membahas wanprestasi dalam e-commerce, Sasmitha (2020)
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menganalisis kesepakatan para pihak, dan Fitriani (2011) melakukan tinjauan yuridis
transaksi elektronik berdasarkan UU ITE. Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji
secara mendalam perlindungan hukum bagi penjual yang mengalami kerugian akibat
pembatalan COD. Penelitian ini mengisi gap dengan menganalisis komprehensif regulasi,
faktor penyebab, dampak kerugian, dan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan
COD di Shop Tokopedia pasca merger dengan TikTok Shop.

Rumusan masalah penelitian mencakup: bagaimana regulasi yang mengatur
pembatalan COD pada Shop Tokopedia yang menimbulkan kerugian bagi penjual, apa
penyebab utama pembatalan sepihak yang merugikan penjual, dan bagaimana mekanisme
penyelesaian sengketa pembatalan COD. Penelitian bertujuan mengetahui regulasi dan
ketentuan hukum pembatalan COD, mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak
kerugian penjual, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur
pengadilan maupun luar pengadilan termasuk peran Shop Tokopedia. Urgensi penelitian
terletak pada kebutuhan perlindungan hukum seimbang antara pembeli dan penjual dalam
sistem COD yang semakin populer namun rentan merugikan penjual, diharapkan
memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih adil dan mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data
empiris untuk menguatkan argumentasi yang dibangun. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Efendi & Ibrahim, 2016; Kristiawanto, 2022; Diantha, 2016). Sifat
penelitian adalah deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi berdasarkan teori
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zainuddin, 2022). Data
bersumber, dari: Data Primer yang dikumpulkan dengan teknik studi lapangan (/ibrary
research) dengan metode wawancara kepada 5 penjual dan alat pengumpulan data berupa
kuesioner kepada 308 pembeli di Shop Tokopedia. Data Sekunder, berupa: bahan hukum
primer (KUHPerdata, UU No. 8/1999, UU No. 30/1999, UU No. 7/2014, PP No. 71/2019,
PP No. 80/2019, UU No. 1/2024, dan kontrak elektronik Tokopedia), bahan hukum
sekunder, berupa: jurnal, buku, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier, yaitu: kamus
hukum dan ensiklopedia hukum (Marzuki, 2013; Nugroho et al., 2020; Widiarty, 2024).
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan bahan hukum secara
deskriptif berdasarkan landasan teori yang relevan (Diantha, 2016), dan penarikan
kesimpulan menggunakan metode deduktif dari permasalahan umum ke konkret
(Sunggono, 2005).

3. Hasil Penelitian & Pembahasan

3.1. Regulasi Yang Mengatur Pembatalan Pembayaran Tunai di Tempat Pada
Marketplace Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Penjual

Transaksi e-commerce diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. UU No. 7
Tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 mewajibkan pelaku usaha menyediakan data dan informasi
secara lengkap dan benar. PP No. 80 Tahun 2019 Pasal 3 menetapkan tujuh prinsip
perdagangan elektronik yaitu itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan,
akuntabilitas, keseimbangan, adil, dan sehat untuk mengatur, meningkatkan keamanan, dan
mendorong efisiensi perdagangan elektronik. PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 30 Ayat 1-2
mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyediakan fitur untuk melindungi hak
pengguna seperti fasilitas koreksi, pembatalan perintah, konfirmasi, dan pemeriksaan status

DJLDEVI Vol. 1 No. 2, Maret 2026

30



transaksi. UU No. 1 Tahun 2024 Pasal 17 Ayat 2 mewajibkan para pihak beritikad baik
dalam melakukan interaksi dan pertukaran informasi elektronik.

Pemerintah telah menerbitkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan yang menggantikan 17 undang-undang terkait sektor
keuangan untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan zaman (Badan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan, 2023). UU P2SK mengatur lima lingkup yaitu penguatan
kelembagaan otoritas, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik,
akumulasi dana jangka panjang, perlindungan konsumen, serta literasi inklusi dan inovasi
sektor keuangan yang memberikan landasan kuat bagi transaksi e-commerce. Sebagai
tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK No. 22 Tahun 2023 yang memberikan perlindungan
komprehensif bagi konsumen yang menggunakan layanan jasa keuangan termasuk sistem
pembayaran digital. Meskipun pembayaran tunai di tempat tidak menggunakan sistem
pembayaran digital secara langsung, marketplace tetap terikat dengan regulasi
perlindungan konsumen karena memfasilitasi berbagai metode pembayaran yang berada di
bawah pengawasan OJK.

Marketplace menjadi pihak ketiga untuk melakukan kegiatan perekonomian digital.
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 4, penyelenggara sistem elektronik
adalah setiap orang yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem untuk
pengguna (Wulandari et al., 2024). Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli
dianggap telah terjadi segera setelah mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya
meskipun belum diserahkan dan dibayar (Devi, 2025). UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 Ayat
2 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di
luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak (Worotitjan et al., 2025).

Mekanisme Pembayaran Tunai di Tempat pada Transaksi E-commerce

Pembayaran tunai di tempat adalah metode pembayaran untuk wilayah terdekat dimana
pembeli membayar barang setelah tiba di tempat (Barkatullah, 2019). Metode ini
memudahkan pembeli tanpa perlu transfer bank atau vang elektronik (Batubara et al.,
2024). Jenis e-commerce meliputi B2C yang melibatkan transaksi antara perusahaan
dengan pembeli (Juhana et al., 2024), B2B yaitu transaksi antar perusahaan (Sriminarti et
al., 2024), C2C yaitu transaksi antar individu (Tristiano, 2024), dan C2B yaitu individu
menjual ke organisasi (Hartono, 2024).

Metode pembayaran digital di Indonesia meliputi pembayaran tunai di tempat yang
memudahkan pembeli tanpa rekening bank (Putri & Anis, 2025), transfer bank yang lebih
tradisional, kartu kredit yang dapat digunakan online maupun offline, e-wallet seperti OVO,
Dana, GoPay, dan ShopeePay (Sundaris et al., 2025), serta QRIS yang banyak dipakai
UMKM (Daulay et al., 2025). Mekanisme pembayaran tunai di tempat meliputi pembukaan
aplikasi, pemilihan barang, dan checkout dimana pembayaran diberikan melalui kurir yang
mengantarkan pesanan (Syamsi & Arsal, 2025).

Data BPS E-commerce tahun 2020-2023 menunjukkan metode pembayaran tunai di
tempat mengalami perkembangan tinggi. Tahun 2020 sebesar Rp1.968 triliun atau 78,72
%, tahun 2021 meningkat menjadi Rp2.576 triliun atau 83,11 %, tahun 2022 menjadi
Rp2.870 triliun atau 82,26 %, dan tahun 2023 menjadi Rp2.790 triliun atau 75,19 % yang
menunjukkan pergeseran preferensi menuju pembayaran digital. Metode pembayaran tunai
di tempat mampu meningkatkan jumlah pembelian di toko online seperti Tokopedia
sebesar 17 % dan TikTok Shop sebesar 12 % (Simatupang et al., 2024).
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Alasan Metode Pembayaran Tunai di Tempat Menjadi Populer dan Manfaatnya bagi Pihak
Penjual dan Pembeli

Pembayaran tunai di tempat adalah solusi alternatif karena pembeli membayar apabila
barang sampai dengan kondisi baik sesuai yang dijanjikan sehingga menambah rasa
kepercayaan dalam berbelanja online (Handoko et al., 2022). Keuntungan bagi penjual
antara lain meningkatkan rasa percaya pembeli dan berpeluang mendapatkan banyak
pembeli yang ragu melakukan pembayaran online (Afifah, 2025). Manfaat bagi pembeli
meliputi kemudahan pembayaran dengan uang tunai bagi yang tidak memiliki akses
pembayaran digital, pengembalian paket yang lebih cepat jika ada kekurangan atau
kerusakan, memastikan kualitas barang sebelum membayar, serta menghindari repotnya
proses pembayaran digital.

Metode pembayaran tunai di tempat berpotensi merugikan penjual karena pembeli
memiliki peluang menolak pembayaran dengan beragam alasan seperti tidak ada uang,
pesanan dilakukan anak tanpa sepengetahuan orang tua, merasa tidak pernah memesan,
atau sekedar iseng. Akibatnya barang ditolak dan dikembalikan dalam kondisi rusak atau
tidak layak jual sehingga penjual mengalami kerugian (Simbolon & Rosando, 2023).
Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan membuat penjual tidak melanjutkan
permasalahan ke jalur hukum karena menyita waktu dan biaya (Rahardja, 2021).

Regulasi pembatalan dengan metode pembayaran tunai di tempat merupakan bagian
penting dalam bertransaksi elektronik untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi
hak dan kewajiban para pihak (Hariri, 2011). Ketentuan kontrak elektronik Skop Tokopedia
meliputi pembeli diwajibkan memberikan pembayaran kepada kurir saat pesanan tiba
sesuai nominal tagihan dimana kesepakatan terletak saat pembeli mengklik tombol "buat
pesanan" (Martinelli et al., 2023). Pembeli tidak diperbolehkan membuka paket sebelum
membayar dimana pembeli dapat mengembalikan barang jika paket belum dibuka, namun
jika sudah membuka paket dan ingin retur maka pembeli harus tetap membayar terlebih
dahulu dan mengajukan komplain melalui pusat resolusi (Beti et al., 2024). Apabila dalam
60 hari pembeli melakukan pembatalan sebanyak 2 kali maka fitur bayar tunai di tempat
akan dinonaktifkan.

Shop Tokopedia mengatur pembatalan menjadi instan yang dapat dilakukan jika
pesanan masih menunggu konfirmasi penjual, dan pembatalan dengan persetujuan penjual
jika pesanan telah diproses (Tumuju et al., 2024). Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan
bahwa jual beli adalah persetujuan dimana pihak yang satu menyerahkan barang dan pihak
lain membayar harga yang dijanjikan (Apriyanto, 2023). Pasal 1320 KUHPerdata
menyebutkan 4 syarat sah perjanjian yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang
halal yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak, sehingga pembatalan sepihak tanpa alasan sah merupakan
pelanggaran dan tergolong wanprestasi (Kamalia et al., 2025).

Pembeli yang membatalkan pesanan sepihak tanpa alasan jelas dianggap tidak
memenuhi kewajiban dan melakukan wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan
pembeli wajib memberikan penggantian biaya kerugian karena lalai memenuhi perikatan
(Tyaningsih & Prastyani, 2023). Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan pihak yang
dirugikan dapat memilih memaksa pemenuhan perjanjian atau menuntut pembatalan
disertai ganti kerugian (Silalahi et al., 2022). Pasal 1517 KUHPerdata memberikan dasar
hukum bagi penjual untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi jika pembeli
tidak membayar (Rdwan et al., 2025). UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 5 Huruf b dan ¢
menegaskan pembeli harus beritikad baik dan membayar sesuai kesepakatan dimana
kelalaian dapat dikenakan sanksi pembayaran ganti rugi (Fath et al., 2024). UU No. 1
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Tahun 2024 Pasal 17 Ayat 2 mewajibkan para pihak beritikad baik dalam transaksi
elektronik (Indriana, 2022). PP No. 80 Tahun 2019 Pasal 72 Ayat 1 menyebutkan para
pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau mekanisme penyelesaian
sengketa lainnya (Pohan et al., 2023).

Perbandingan dengan marketplace lain menunjukkan Shopee menerapkan
penonaktifan sementara jika pembeli membatalkan sebanyak 2 kali dalam 60 hari dengan
biaya penanganan 4 % untuk transaksi keempat dan program COD Cek Dulu yang
memungkinkan pembeli memeriksa barang sebelum pembayaran (Cekidot.id, 2025). Shop
Tokopedia mengenakan biaya layanan 2 % dan tidak memiliki program pemeriksaan
barang sebelum pembayaran sehingga lebih melindungi penjual. Shop Tokopedia
membatasi transaksi maksimal 5 kali dalam 1 minggu dengan frekuensi maksimal 2 kali
sehari dan maksimum Rp2.500.000 per transaksi, sedangkan Shopee maksimal
Rp5.000.000 per pesanan tanpa batasan frekuensi. Mekanisme Shop Tokopedia memiliki
kelebihan dalam perlindungan penjual namun memiliki kekurangan dalam fleksibilitas bagi
pembeli dibandingkan Shopee (Atyarisma & Humaira, 2023).

3.2. Penyebab Utama Pembatalan Pembayaran Tunai di Tempat Secara Sepihak
oleh Para Pihak Pembeli Yang Merugikan Penjual Pada Marketplace Shop
Tokopedia

Hubungan Hukum antara Penjual dan Pembeli pada Kontrak Elektronik Marketplace Shop
Tokopedia

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi e-commerce
antara penjual dengan pembeli dalam media elektronik (Sugeng, 2024). Tahapan transaksi
antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce identik dengan transaksi
konvensional, terdapat penawaran dan penerimaan antara penjual dan pembeli yang
membedakan hanya media yang digunakan yaitu berupa media elektronik. Meskipun
kontrak dalam transaksi e-commerce dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik,
pemenuhannya tetap harus mengacu pada KUHPerdata sebagaimana kontrak
konvensional. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih. Perjanjian yang dipakai dalam aktivitas e-commerce pada dasarnya sama dengan
perjanjian dalam transaksi konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam e-
commerce merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik atau yang disebut kontrak
elektronik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 Ayat 4, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak
yang dibuat melalui sistem elektronik, dimana sistem elektronik ini merupakan serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan
menyebarkan informasi elektronik. Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah
kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara
digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat kontrak untuk ditutup secara
digital pula oleh penutup kontrak (Aang & Purbo, 2001). Kontrak elektronik dapat
dikatakan sah bila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat
suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kontrak elektronik juga
harus memenuhi persyaratan dalam PP No. 80 Tahun 2019 Pasal 52 yang meliputi
kesesuaian dengan syarat dan kondisi penawaran, informasi yang tercantum sesuai dengan
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penawaran, adanya kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap,
terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hubungan antara penjual dengan pembeli merupakan hubungan yang terus menerus
dan berkesinambungan karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat
ketergantungan yang cukup tinggi (Deri et al., 2023). Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata,
jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
dijanjikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
semakin pesat, paradigma mengenai transaksi dan pembuktian telah mengalami pergeseran
signifikan, dimana transaksi tidak lagi hanya dapat dilakukan secara konvensional dengan
dokumen tertulis di atas kertas, melainkan juga dapat dilakukan secara elektronik melalui
sistem digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses
transaksi (Santoso, 2018). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 Pasal 17 Ayat 1,
penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
Kontrak elektronik harus dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang bukan hanya
diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektronik namun juga dalam bentuk fitur seperti
"I agree, I accept" sebagai bentuk kesepakatan (Nachrawi, 2020).

Kontrak elektronik memainkan peran penting dalam bertransaksi. Pada hakikatnya
transaksi elektronik e-commerce merupakan perbuatan hukum, artinya mereka melakukan
transaksi secara sadar dan sengaja menghendaki adanya suatu hubungan hukum yakni
perjanjian atau kontrak (Martono & Nugroho, 2016). Kontrak elektronik yang berlaku di
Shop Tokopedia mengatur keterlibatan penjual melalui ketentuan khusus yang berlaku bagi
penjual Shop Tokopedia di samping ketentuan umum pengguna marketplace tersebut.
Ketentuan ini dianggap sebagai kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli yang
secara otomatis disetujui oleh pembeli saat melakukan pemesanan. Kontrak yang mengikat
secara hukum dapat terbentuk apabila pembeli menyetujui ketentuan penggunaan
marketplace Shop Tokopedia termasuk ketentuan logistik dan bersedia untuk
mematuhinya, serta apabila pembeli menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh penjual
terkait syarat pembayaran, pengiriman, hingga pengembalian barang yang menjadi dasar
hubungan hukum dalam transaksi tersebut.

Dalam sistem transaksi pada marketplace Shop Tokopedia, terdapat ketentuan-
ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual sebagai bentuk
perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Bagi penjual, terdapat
beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi. Penjual wajib memberikan foto dan
informasi produk secara lengkap dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya,
dimana apabila ditemukan perbedaan antara produk yang diterima pembeli dengan
informasi atau foto yang ditampilkan, Shop Tokopedia berhak membatalkan transaksi atau
menahan uang hasil penjualan. Penjual berkewajiban memberikan tanggapan untuk
menerima maupun menolak pesanan dari pembeli dalam jangka waktu 2 hari sejak
notifikasi pesanan diterima dari Tokopedia, dan apabila penjual tidak memberikan respon
dalam batas waktu tersebut maka pesanan akan dianggap batal secara otomatis. Penjual
juga berkewajiban mencantumkan nomor resi pengiriman barang dalam waktu 4x24 jam
termasuk hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional terhitung sejak notifikasi pesanan
diterima, dimana jika penjual tidak memasukkan nomor resi dalam waktu yang ditentukan
maka pesanan akan dibatalkan secara otomatis.

Jika terjadi pembatalan transaksi atau transaksi dianggap tidak berhasil, penjual
menyetujui bahwa seluruh pembayaran atas barang beserta biaya kirim di luar biaya admin
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akan dikembalikan kepada pembeli. Shop Tokopedia berhak menunda pencairan dana yang
tersimpan di rekening resmi Shop Tokopedia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
apabila terdapat klaim dari pihak pembeli terkait masalah pengiriman maupun kualitas
barang, dan dana tersebut baru akan disalurkan kepada penjual setelah permasalahan
diselesaikan atau barang dikembalikan oleh pembeli. Shop Tokopedia memiliki hak untuk
membatalkan atau menahan dana dari suatu transaksi apabila ditemukan ketidaksesuaian
antara nomor resi pengiriman yang dicantumkan penjual dengan transaksi yang terjadi di
marketplace, penjual menggunakan layanan pengiriman yang tidak terhubung langsung
dengan sistem Shop Tokopedia, atau terdapat ketidaksesuaian antara nama maupun
deskripsi produk dengan barang yang dikirimkan. Shop Tokopedia memiliki kewenangan
untuk mengambil keputusan akhir terhadap permasalahan transaksi yang tidak mencapai
penyelesaian melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli berdasarkan penilaian
terhadap bukti-bukti yang tersedia, dimana keputusan yang ditetapkan bersifat final dan
mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Bagi pembeli, terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi di Shop
Tokopedia. Pembeli diwajibkan untuk mengikuti prosedur transaksi sebagaimana telah
ditentukan oleh Shop Tokopedia, dimana proses pembayaran dilakukan melalui metode
yang sebelumnya dipilih oleh pembeli dan uvang akan diteruskan kepada penjual setelah
semua tahapan transaksi dalam sistem Shop Tokopedia dinyatakan selesai. Apabila pembeli
melakukan transaksi di luar sistem resmi Shop Tokopedia misalnya melalui jalur pribadi
atau tidak mengikuti mekanisme pembayaran yang tersedia di aplikasi, segala risiko atau
kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli sendiri. Shop Tokopedia
memberikan batas waktu maksimal 2 hari sejak pembeli melakukan checkout untuk
menyelesaikan pembayaran, dimana jika dalam tenggat waktu tersebut pembayaran belum
dilakukan maka Shop Tokopedia berhak membatalkan transaksi tanpa kewajiban untuk
memenuhi permintaan atau klaim dari pembeli.

Setelah barang diterima, pembeli wajib melakukan penerimaan melalui sistem Shop
Tokopedia, dimana apabila dalam 2 hari setelah status pengiriman tercatat "terkirim" tidak
ada konfirmasi ataupun keluhan dari pembeli maka sistem akan secara otomatis
menganggap barang telah diterima oleh pembeli. Uang dari pembeli yang masuk ke
rekening resmi Shop Tokopedia akan diteruskan kepada penjual setelah adanya konfirmasi
penerimaan barang baik secara langsung maupun otomatis dalam transaksi biasa. Pembeli
menyadari dan menyetujui bahwa setiap klaim yang diajukan setelah terjadinya konfirmasi
otomatis penerimaan barang bukan merupakan tanggung jawab Shop Tokopedia, dimana
segala kerugian yang terjadi setelah adanya konfirmasi penerimaan barang baik secara
biasa maupun otomatis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pembeli. Jika dalam
10 hari sejak nomor resi dimasukkan oleh penjual tidak ada pembaruan status dari pihak
jasa pengiriman dan pembeli juga tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut, Shop
Tokopedia akan menyelesaikan transaksi secara otomatis dan mengirimkan uang ke
penjual.

Shop Tokopedia menyediakan jasa pembayaran yang mempunyai izin untuk
memfasilitasi dan memastikan keamanan setiap transaksi pembayaran yang terjadi di Shop
Tokopedia antara pembeli dengan penjual. Semua produk yang dibeli di Shop Tokopedia
harus dibayar melalui salah satu dari metode pembayaran sah yang telah tersedia di Shop
Tokopedia. Pembeli yang setuju melakukan prosedur transaksi sesuai yang telah ditentukan
Shop Tokopedia harus membayar produk dengan menggunakan metode pembayaran yang
telah dipilih, dimana seluruh pembayaran dilakukan pada marketplace Shop Tokopedia.
Pembeli mengakui bahwa Shop Tokopedia memiliki hak untuk mengumpulkan
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pembayaran dari tindakan pembeli atas nama penjual tersebut, dan Shop Tokopedia akan
mengirimkan pembayaran ke penjual setelah berhasil melakukan transaksi.

Menurut PP No. 80 Tahun 2019 Pasal 60 Ayat 3, pembayaran melalui sistem elektronik
dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
marketplace Shop Tokopedia yang mengatur semua sistem pembayaran, transaksi dikelola
oleh Tokopedia. Shop Tokopedia menyediakan banyak pilihan metode pembayaran yang
dapat dipilih pembeli sesuai dengan kebutuhan antara lain GoPay, Saldo
Tokopedia/Refund, GoPayLater, OVO, Virtual Account, BRI Ceria, LinkAja, Jenius Pay,
Kartu Kredit, Gerai, JakOne Mobile, Cicilan tanpa Kartu Kredit, Bayar Tunai di Tempat,
dan QRIS.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 308 responden, metode pembayaran tunai di
tempat merupakan pilihan mayoritas yaitu sebanyak 251 responden atau sebesar 82,0 %,
selanjutnya metode transfer bank dipilih oleh 22 responden atau sebesar 7,0 %, diikuti oleh
kartu kredit sebanyak 11 responden atau 4,0 %. Metode pembayaran melalui e-wallet atau
dompet digital digunakan oleh 17 responden atau sebanyak 6,0 %, sedangkan metode
melalui QRIS hanya dipilih oleh 5 responden atau sebanyak 1,0 %. Hasil ini menunjukkan
bahwa metode pembayaran tunai di tempat masih menjadi metode yang paling utama
digunakan oleh pembeli, sementara pembayaran digital dan non tunai lainnya memiliki
porsi yang lebih kecil namun tetap signifikan.

Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan pada Marketplace Shop
Tokopedia adalah pembayaran tunai di tempat yang berlaku di wilayah terdekat atau daerah
lain yang memiliki jaringan, dimana pembeli membayar barang setelah barang tiba di
tempat tujuan (Deri et al., 2023). Keuntungan pembayaran tunai di tempat adalah
memudahkan pembeli dalam membeli barang, biasanya tersedia untuk area yang sama,
pembeli dapat langsung melihat kondisi barang yang ingin dibeli, bisa meminta
pengambalian barang jika tidak sesuai pesanan, serta uang dapat diterima lebih cepat oleh
penjual dan pembeli mendapatkan barang dengan mudah (Ulum, 2021).

Penyebab Pembatalan Pembayaran Tunai di Tempat Secara Sepihak oleh Pembeli pada
Transaksi di Marketplace Shop Tokopedia

Perilaku atau kecenderungan terbesar pembeli untuk berbelanja secara online didorong oleh
berbagai faktor kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh platform e-commerce,
yaitu dapat berbelanja tanpa batas waktu karena toko online beroperasi dua puluh empat
jam setiap hari, memiliki keleluasaan dalam membandingkan harga produk dari berbagai
penjual sekaligus dalam satu platform, menghemat waktu karena tidak perlu pergi ke toko
fisik, memberikan kenyamanan berbelanja dari rumah atau tempat manapun, menyediakan
banyak pilihan produk dengan variasi yang lebih lengkap dibandingkan toko konvensional,
adanya fasilitas pengiriman gratis yang mengurangi biaya belanja, serta dapat menghindari
keramaian dan antrian panjang yang sering terjadi di toko fisik (Triwijayati, 2024). Metode
pembayaran pada marketplace sering kali menimbulkan masalah dan kerugian bagi
penjual, dimana semakin marak transaksi online juga meningkatkan risiko terjadinya
perbuatan yang merugikan bagi para pihak yang terlibat baik penjual maupun pembeli
(Tyaningsih & Prastyani, 2023).

Pembeli memiliki opsi untuk mengirimkan pembatalan pesanan untuk pesanan
pembelian yang telah dibuat, dimana setelah permintaan tersebut diterima pihak penjual
akan menentukan apakah pesanan masih dapat dibatalkan atau tidak serta
mempertimbangkan apakah pembatalan tersebut akan dikenakan denda (Dumas et al.,
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2021). Beberapa faktor utama yang menyebabkan pembatalan pembayaran tunai di tempat
berdasarkan data kuesioner antara lain adalah barang tidak sesuai deskripsi dengan
persentase 26,30 % atau sekitar 81 orang, tidak ada di tempat saat barang sampai dengan
persentase 24,00 % atau sekitar 74 orang, barang rusak dengan persentase 18,80 % atau
sekitar 58 orang, perubahan keputusan dengan persentase 15,20 % atau sekitar 47 orang,
pergantian metode pembayaran dengan persentase 12,40 % atau sekitar 38 orang, dan tidak
punya uang dengan persentase 3,19 % atau sekitar 10 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pembeli di Shop
Tokopedia, dapat disimpulkan alasan yang menjadi penyebab pembatalan pembayaran
tunai secara sepihak. Kebanyakan pembeli menyebutkan bahwa batal bayar tunai di tempat
karena salah pesan barang, salah ukuran atau warna, dan salah alamat. Selain itu pembeli
merasa metode ini merugikan karena pesanannya datang tetapi tidak sesuai dengan tanggal
yang dijanjikan dengan alasan lama di gudang. Pembatalan juga terjadi jika pembeli
menyatakan tidak ada di rumah sehingga pesanan tersebut batal dan barang dikembalikan
kurir ke gudang. Alasan lain dari pembeli menyebutkan bahwa pesanan dibatalkan karena
anggota keluarga lainnya tidak mau membayarkan pesanan. Dari hasil wawancara ini dapat
disimpulkan bahwa alasan pembatalan pembayaran tunai di tempat yang dilakukan pembeli
berasal dari ketidakpastian pengiriman, kekhawatiran terhadap risiko kehilangan uang,
ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan, serta ketidaksesuaian pengiriman barang
sesuai dengan yang dijanjikan, yang menunjukkan adanya masalah komunikasi antara para
pihak, kejelasan informasi, dan perlu memberikan layanan yang terpercaya agar pembeli
dan penjual merasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi.

Dampak Kerugian Akibat Pembatalan Pembayaran Tunai di Tempat secara Sepihak yang Dialami
oleh Penjual pada Marketplace Shop Tokopedia

Pembatalan pembayaran tunai di tempat tidak selalu menguntungkan penjual, bahkan ada
kalanya penjual merasa dirugikan akibat pembeli yang tidak membayar atau barang rusak
saat pengiriman (Fathni et al., 2023). Banyak penjual yang mengeluh karena barang yang
dikembalikan oleh jasa pengiriman tidak dapat dijual kembali serta hal ini berdampak pada
penilaian toko. Pembeli yang tidak bertanggung jawab atas tindakan dalam transaksi online
dengan metode pembayaran tunai di tempat dapat dianggap melakukan wanprestasi,
dimana penjual memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan
dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak
memenuhi kewajiban, dimana pasal ini menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak
memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan namun pembatalan tidak terjadi secara otomatis melainkan pihak yang dirugikan
harus mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan (Martinelli et al., 2024).
Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi
dapat memilih apakah ia akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atau
akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Pasal
1517 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian,
penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267,
dimana pasal ini menjelaskan bahwa penjual juga dapat membatalkan perjanjian jual beli
jika pembeli tidak memiliki itikad baik dalam proses transaksi (Ridwan et al., 2025). Pasal
1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan
lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan
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atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya, dimana pasal ini menjelaskan bahwa apabila debitur tetap mengabaikan
setelah terbukti tidak melakukan kewajiban tersebut maka debitur dapat dituntut untuk
mengganti biaya, kerugian, serta bunga (Dewi et al., 2025).

Beberapa penjual di marketplace e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop
mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh pembeli secara sepihak saat
menggunakan metode pembayaran tunai di tempat. Benteng Pustaka Official mencatat 14
pembatalan sepanjang tahun 2024 dan 2 kali dalam 3 bulan terakhir yang menyebabkan
pemborosan waktu dan biaya pengemasan. Minyak Rambut Ajaib mengalami 3 hingga 5
pembatalan per minggu dengan barang dikembalikan dalam kondisi rusak dan penurunan
reputasi karena ulasan tidak jujur. Delfistore merugi karena dana tertahan, barang tidak
kembali, dan biaya kirim hangus dengan 3 pembatalan. JDA Books mengalami pembatalan
yang kerugiannya mencapai Rp2.000.000 per bulan akibat buku rusak, pengembalian, dan
pembatalan mendadak. Bagstoryy menghadapi 10 hingga 15 pembatalan per bulan dengan
kerugian pengemasan, ongkos kirim, dan kerusakan barang tanpa alasan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual di marketplace Shop Tokopedia, penjual
mengalami berbagai kerugian. Delfistore menyatakan bahwa kerugian terjadi jika ada
pembeli yang melakukan checkout namun pembatalan mendadak bahkan ketika pesanan
dalam perjalanan. Asima Panggabean menambahkan bahwa pembayaran tunai di tempat
merugikan karena barang yang ditolak kembali dalam kondisi tidak layak jual atau rusak.
Penjual Bagstoryy juga mengalami seringnya pembatalan setelah pesanan diproses di
gudang. Selanjutnya Benteng Pustaka menilai bahwa marketplace tidak memberikan
tanggapan dan hanya menganggap pembatalan disebabkan penjual terlambat mengirim,
sedangkan JDA Books menyebut bahwa bantuan dari marketplace untuk pre-order hanya
30 hari sedangkan di tempat lain 60 hari. Mayoritas penjual belum memahami hak dan
kewajiban sehingga perlu adanya sanksi tegas bagi pembeli yang membatalkan pesanan,
dimana kesadaran kedua belah pihak harus ditingkatkan untuk menciptakan keseimbangan
dan kepentingan yang adil dalam transaksi.

3.3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Atas Pembatalan Melalui Pembayaran Tunai
di Tempat Secara Sepihak Pada Marketplace (Shop Tokopedia)

Shop Tokopedia menyediakan dua cara penyelesaian sengketa yaitu negosiasi melalui fitur
chat dan mediasi melalui pusat resolusi yang dilaksanakan secara online (Septriana et al.,
2024; Delfina, 2025). PP No. 80/2019 Pasal 72 Ayat 2 menyebutkan penyelesaian sengketa
PMSE dapat diselenggarakan secara elektronik (on/ine dispute resolution) sesuai ketentuan
perundang-undangan (Wajdi et al., 2023; Hanida, 2023). Negosiasi diberikan waktu 1 hari,
dan apabila tidak mencapai kesepakatan dapat diajukan ke pusat resolusi dengan keputusan
final dan mengikat (Sinaga et al., 2020; Loviane et al., 2024).

Pusat resolusi adalah fitur yang disediakan Shop Tokopedia untuk memfasilitasi
penyelesaian masalah transaksi berdasarkan bukti yang dilampirkan. Penjual dapat
mengajukan komplain melalui tahapan: login ke akun dan akses menu transaksi, pilih
kategori pesanan bermasalah, klik tombol ajukan komplain, pilih kategori kendala sesuai
masalah, isi formulir maksimal 30 karakter dan unggah bukti pendukung seperti screenshot
chat, nota pembelian dan tanda terima, kemudian kirim komplain dengan waktu verifikasi
maksimal 2 hari kerja (Berita Bisnis, 2025). Shop Tokopedia memberikan kesempatan
negosiasi 2 hari kerja, dan jika tidak menemui kesepakatan, Admin Shop Tokopedia akan
menangani dalam 1x24 jam (Tokopedia Care, 2025).
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Perbandingan dengan marketplace lain menunjukkan perbedaan mekanisme
perlindungan. Shop Tokopedia mengharuskan pembeli membayar terlebih dahulu sebelum
mengajukan komplain pengembalian, memberikan perlindungan finansial kepada penjual
(Cekidot.id, 2025). Shopee memiliki program COD Cek Dulu yang memungkinkan
pembeli menolak barang tanpa pembayaran terlebih dahulu di area tertentu, membuat
penjual lebih rentan mengalami kerugian (Cekidot.id, 2025). Lazada menerapkan jaminan
uang kembali namun informasi mekanisme pusat resolusi tidak dipublikasikan secara
terbuka. Shopee memberikan waktu investigasi 5 hari kerja dengan kesempatan banding
bagi penjual, menunjukkan sistem lebih berimbang dibanding Shop Tokopedia (Pusat
Bantuan Shopee, 2025).

Dalam praktik, terdapat keluhan dari penjual bahwa Shop Tokopedia cenderung
berpihak kepada pembeli, dimana dana penjualan ditahan meskipun penjual telah
menyediakan bukti lengkap dan Shop Tokopedia memberikan perpanjangan waktu kepada
pembeli meskipun menyalahi aturan transaksi selesai otomatis 2x24 jam (Media
Konsumen, 2023). Berbeda dengan Shopee yang memberikan kesempatan banding dan
mendengarkan kedua belah pihak sebelum keputusan final (Pusat Bantuan Shopee, 2025).
Perbedaan ini menunjukkan penjual di Shop Tokopedia memerlukan perlindungan hukum
lebih kuat melalui regulasi internal yang lebih adil maupun mekanisme penyelesaian
sengketa eksternal sebagaimana diatur PP No. 80/2019.

Shop Tokopedia berperan sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui pusat resolusi secara online, bertindak sebagai mediator
melalui Customer Service yang membantu memberikan solusi win-win (Tokopedia Seller,
2025). Marketplace adalah tempat yang disediakan untuk penjual berkumpul dan menjual
barang atau jasa tanpa bertemu fisik, dengan transaksi diatur oleh marketplace dari
pembayaran hingga pengiriman (Asad & Fattah, 2021).

Ketika pembeli mengklik tombol "buat pesanan" atau "checkout", lahir perjanjian jual
beli yang sah dan mengikat sesuai ketentuan hukum perjanjian, menimbulkan hak dan
kewajiban timbal balik dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai deskripsi
dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban melakukan
pembayaran dan berhak menerima barang dalam kondisi baik (Al Mas'udah, 2024). Shop
Tokopedia memeriksa sengketa berdasarkan bukti yang diserahkan dalam batas waktu yang
ditentukan, dimana semua informasi harus otentik, relevan, lengkap dan akurat (Shop
Tokopedia Seller Center, 2025).

Shop Tokopedia berperan sebagai mediator sekaligus pengatur kebijakan dasar
penggunaan marketplace yang mencakup syarat dan ketentuan aplikasi untuk memberikan
perlindungan dan kejelasan bagi semua pihak (Tokopedia Terms, 2025). Penjual berhak
mengajukan banding melalui tiket seller center jika tidak puas dengan hasil penyelesaian.
Jika Shop Tokopedia memutuskan pembeli bertanggung jawab, keduanya wajib
menindaklanjuti dalam 48 jam, dan bila pembeli tidak memenuhi kewajiban, Shop
Tokopedia akan memotong pembayaran pembeli dan meminta pengembalian produk,
kecuali produk tidak dapat dikembalikan seperti produk palsu, rusak total atau hilang (Shop
Tokopedia Seller Center, 2025). Dengan pemahaman dan prosedur yang tepat serta peran
aktif Shop Tokopedia sebagai pihak ketiga, mekanisme ini menjadi solusi untuk mengatasi
pembatalan sepihak oleh pembeli secara efektif, adil dan transparan.

4. Kesimpulan

Regulasi pembatalan pembayaran tunai di tempat pada Shop Tokopedia diatur dalam
kontrak elektronik yang menonaktifkan fitur COD bagi pembeli yang membatalkan dua
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kali dalam 60 hari, serta didukung oleh KUHPerdata Pasal 1320, 1243, 1267, dan 1517,
UU ITE No. 1/2024 Pasal 17 Ayat 2, UU No. 8/1999 Pasal 5 dan 6, serta PP No. 80/2019
Pasal 72. Penyebab utama pembatalan meliputi pembeli tidak di tempat, perubahan
keputusan, barang tidak sesuai ekspektasi, dan barang rusak, mengakibatkan penjual
mengalami kerugian biaya pengemasan, pengiriman, dan barang dikembalikan tidak layak
jual. Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dengan negosiasi melalui fitur chat,
dilanjutkan mediasi di Pusat Resolusi Shop Tokopedia yang menilai bukti dari kedua pihak,
dan jika tidak berhasil dapat diteruskan ke BPSK melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.
Kontribusi penelitian ini adalah memberikan perspektif perlindungan hukum bagi penjual
yang selama ini terabaikan dalam dinamika transaksi e-commerce.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar penjual dan pembeli
memahami dengan seksama peraturan hukum, hak dan kewajiban masing-masing pihak
saat bertransaksi di e-commerce. Shop Tokopedia perlu memperkuat kebijakan dan
transparansi terkait proses pembatalan pesanan dengan memberikan sanksi tegas terhadap
pembatalan tanpa alasan jelas seperti pemblokiran akun, peringatan resmi, pembatasan
layanan pembayaran, dan kewajiban ganti rugi yang ditanggung pembeli. Marketplace
harus meningkatkan sistem penyelesaian sengketa dengan memperkuat fitur chat untuk
negosiasi online dan Pusat Resolusi untuk mediasi berdasarkan bukti kedua pihak, serta
memperketat mekanisme verifikasi dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.
Edukasi kepada pembeli dan penjual mengenai konsekuensi pembatalan sepihak dan
prosedur penyelesaian sengketa yang tepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan,
keadilan, dan keberlangsungan ekosistem perdagangan elektronik yang sehat dan
berkelanjutan.
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